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PEDOMAN TRANSLITERASI  
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
ش Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
و Mim m em 
ٌ Nun n en 
و Wau w we 
ِ Ha h ha 
ء Hamzah ʼ apostrof 
ى Ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
x 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ؘا fatḥah A A 
 ؚا Kasrah I I 
 ؙا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ؙٸ fatḥah dan yā’ Ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
 َفْيَك: kaifa 
 َلْوَه:haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ؘى ... |  ؘا  ... fatḥah dan alif atau 
yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 
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 ؙو dammah dan wau Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتاي  : māta 
يَيَر  : ramā 
 َمِْيل    : qīla 
  تْوًَي : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ا ؙةَضْوَرﻷ ِلاَفْط    :  rauḍah al-aṭfāl 
 َةهِضافْنا   ةَُْي ِد ًَ َنا   :  al-madīnah al-fāḍilah 
          ة ًَ ْكِحَنا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd (    ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َا  ُبَر  : rabbanā 
 َاُْي  جَ  : najjainā 
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  كَحَنا : al-ḥaqq 
 َىُّعَ   : nu“ima 
  و دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ىber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi ī. 
Contoh: 
  يِهَع    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
  يبَرَع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
  ص ًْ  َشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةنَسن  سَنا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
 َسْهََفناَةف   : al-falsafah 
 َدهَبنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 
 ٌَ ْو  رْيأت : ta’murūna 
  عْو َُنا    : al-nau„ 
  ءْيَش    :syai’un 
  تْرِيأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
FīẒilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِالل  ٍ يِد dīnullāh ِللِابbillāh 
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِالل ِة ًَ حر ْيِف ْى هhum fīraḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
WamāMuḥammadunillārasūl 
Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażī bi Bakkatamubārakan 
SyahruRamaḍān al-lażīunzilafīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
AbūNaṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
xv 
 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahūwata‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
H                     = Hadis riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Sismawati 
NIM  : 10300113072 
Judul : UPAYA PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DI TINJAU DARI 
PASAL 372 KUHP DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus 
Pengadilan Negeri Jeneponto). 
 
Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana upaya penerapan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang di tinjau dari Pasal 372 
KUHP dan hukum Islam. Permasalahan ini dibagi menjadi tiga sub pembahasan yaitu  
pertama bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan tentang penggelapan, 
kedua, bagaimanakah penerapan sanksi hukum tentang penggelapan uang (studi 
kasus Pengadilan Negeri Jeneponto), ketiga bagaimana pandangan hukum Islam 
mengenai tindak pidana penggelapan uang 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dan jenis pendekatan 
yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Syar’i. Data 
diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Jeneponto. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan melihat dokumen-dokumen, serta 
literatur-literatur dan referensi yang berkaitan. Tehnik pengolahan data dan analisis 
data dilakukan melalui: pengorganisasian data, proses data, interpretasi data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya penerapan sanksi yang 
dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pelaku tindak pidana penggelapan uang 
yakni: dengan tegas memberlakukan hukum positif yang ada. Untuk penegakan 
hukum positif yang seobyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau penegak hukum 
yang mempunyai naluri keadilan yakni “Hakim” yang memutus segala perkara yang 
ada. 
Implikasi penelitian yakni: diharapkan agar penanaman nilai-nilai sosial dan 
norma-norma dalam masyarakat lebih di sosialisasikan sejak dini pada generasi muda 
sehingga pada saat mencapai usia yang dianggap memiliki kecakapan hukum mereka 
tidak terjebak di dalam tingkah laku yang menjerumuskan mereka ke dalam tindak 
pidana/kejahatan, diharapkan juga agar Majelis Hakim dalam memutusan perkara 
harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur delik, dan 
pertimbangan berat ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan terdakwa 
maupun kerugian korban. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan kejahatan saat ini sangat penting kiranya untuk dibahas, yang 
menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. 
Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia 
yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan 
oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat 
khususnya di Kabupaten Jeneponto. 
Setiap hari di media massa selalu ditemui bermacam-macam tindak pidana 
yang terjadi di negara ini, salah satunya adalah faktor ekonomi yang memicu 
terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi saat ini di kelurahan Empoang 
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto khususnya di YAPTI (Yayasan Pendidikan 
Turatea Indonesia), dimana terdapat salah satu oknum yang menjadi pelaku 
penggelapan uang. 
Faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang 
negatif dengan adanya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah 
dengan semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya 
itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dan Pancasila. Bahkan bagi 
sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur 
keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana pun bersifat “mengatur dan 
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memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk 
menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. 
Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap 
kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang 
kejahatan dalam Pasal 372 - Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering 
kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan 
bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana 
penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan 
pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. 
Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila 
dilakukan dalam hubungan jatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan 
maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.
1
 
 Unsur-unsurnya meliputi suatu barang/benda atau uang di bawah kekuasaan 
untuk dijaga atau digunakan untuk kepentingan yang telah ditentukan, namun orang 
tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagai miliknya seluruhnya atau sebagian. 
Dihukum karena penggelapan, maksimal empat tahun. Ketentuan ini diatur dalam 
Pasal 372-377 KUHPidana.
2
 Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai 
penentangan kepercayaan (djahidu wadi‟ah, djahidu „ariyah).3 Djahidu wadi‟ah 
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R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Edisi V (Cet. IX; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2003), h. 239-240. 
2
Hamsir, Buku Daras: Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana , Analisis 
Sosiologi Pasal-Pasal Tertentu dalam KUHP dan KUHAP (Makassar: Alauddin University Press, 
2013), h. 124-125. 
3
Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah (Jakarta : Bulan 
Bintang, 1970), h. 440. 
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adalah mengingkari barang yang dititipkanya. Djahidu „ariyah adalah mengingkari 
barang yang dipinjamnya. 
Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemiik harta, 
mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.
4
 
Dasar Hukum Larangan Jarimah Penggelapan: 
Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk 
bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun Al-Quran tidak 
menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat 
menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak 
benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Diantara ayat-ayat al-
Qur‟an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut adalah: 
1) QS Al-Baqarah/2: 188. 
                            
                 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.5 
                                                     
4
Hasby Ass Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum (Semarang: Pustaka Rezeki), h.169. 
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, (Cet. 
I; Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 29. 
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Dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang 
yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak 
berubah, menjadi keperdataan.
6
 Jabir ibn Abdullah r.a. menerangkan: 
 َو ِوْيَلَع ُالله َّىلَص ِِّبَّنلا ِنَع ٍرِب اَج ْنَع ٍنِءاَخ ىَلَع َسَْيل( َلاَق َمَّلَسَو ِِولآ
ىذمترلا وححصو . ُةَسْمَْلْا ُهاَوَر )ٌعْطَق ِسِلَتُْمُ َلََو , ِبِهَت ْ نُم َلََو 
Artinya: 
“Nabi saw. bersabda: Tak ada hukum potong tangan terhadap pengkhianat, 
penyerobot dan yang menggelapkan barang”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-
Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II: 723).
7
 
 Sedangkan Golongan Syafi‟iah. Hanafiah dan Al Ithrah, berpendapat bahwa 
terhadap mereka yang berkhianat terdapat amanah, menyerobot dan menggelapkan 
harta orang, tidak dipotong tangannya. Ahmad, Ishaq dan Zufar serta ulama Khawarij 
berpendapat bahwa tangan mereka juga dipotong. Mereka tidak mensyaratkan bahwa 
yang dicuri itu diambil dari tempat simpanan. 
 Dari uraian latar belakang di atas, fenomena ini menarik untuk dikaji bagi 
penulis untuk meneliti serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan 
judul “Upaya Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan 
Uang Di Tinjau Dari Pasal 372 KUHP dan Hukum Islam (Studi Kasus 
Pengadilan Negeri Jeneponto)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah terkait 
dengan judul skripsi yang dibahas yaitu “bagaimana upaya penerapan sanksi terhadap 
                                                     
6
R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Edisi IV, h. 230. 
7
Teungku Muhammad, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Edisi I (Cet. I; Semarang: 2001), h. 167. 
5 
 
 
tindak pidana penggelapan uang di tinjau dari Pasal 372 KUHP dan Hukum Islam di 
Pengadilan Negeri Jeneponto”. Maka penulis merumuskan 2 sub masalah. 
Adapun sub permasalahannya yaitu: 
1. Bagaimanakah aturan Hukum dan perundang-undangan tentang 
penggelapan? 
2. Bagaimanakah penerapan sanksi Hukum tentang penggelapan uang (Studi 
Kasus Pengadilan Negeri Jeneponto)?. 
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana 
penggelapan uang? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitiannya pada wilayah 
Pengadilan Negeri Jeneponto. Judul skripsi ini mengembangkan sejauh mana upaya 
penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menggambarkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta 
memberi persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan memperjelas 
mengenai judul yang dimaksud, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan 
pengertian yang sesuai dengan variabel  yang ada dalam skripsi ini sehingga tidak 
menimbulkan kesimpangsauran dalam pembahasan selanjutnya.  
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Adapun istilah yang digunakan yaitu: 
1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, 
memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).
8
 
2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan 
hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 
diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 
tersusun sebelumnya.
9
 
3. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya), untuk 
memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-
Undang.
10
 
4. Pelaku Tindak Pidana menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 
yaitu, dipidana sebagai tindak pidana, mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan, dan mereka 
yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 
dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
11
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V (17 
Februari 2017). 
9“Penerapan”, Media Belajar, http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pe
ngertian-penerapan.html, (17 Februari 2017). 
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Kementerian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/sanksi. (17 
Februari 2017). 
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Burgerlijk Wetbook, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan 
KUHAP, (Cet; I, WIPRESS, 2008), h. 448. 
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5. Penggelapan yakni mereka yang tanpa disetujui oleh pemilik, mengalihkan 
harta itu kepada dirinya ataupun kepada orang lain.
12
 
6. Uang merupakan pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu 
media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk 
memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi 
alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.
13
  
7. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam, sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah yaitu 
hukum, hukm, ahkam, syariah atau syariat dan fiqih atau fikh.
14
 
D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul “Upaya Penerapan Sanksi terhadap tindak Penggelapan 
Uang Di Tinjau Dari Pasal 372 KUHP dan hukum Islam”. Dari hasil penelusuran 
yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa buku, penelusuran internet, dan 
menurut peraturan Perundang-Undangan yang membahas tentang penggelapan uang. 
Adapun penelusuran-penelusuran tersebut, yaitu: 
1. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul 
“Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-
lain hak yang timbul dari hak milik” dalam karyanya ini menjelaskan code 
penal tidak mengenal perumusan kejahatan semacam itu dan hanyalah 
didalam beberapa hal menjadikan setiap perbuatan penggelapan atas barang-
barang yang dikuasakan kepada seseorang sebagai kejahatan. Kejahatan 
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Teungku Muhammad, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Edisi I. h. 169. 
13
Ahmad Hasan , Mata Uang Islami, Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2005), h. 1. 
14
Mohammad Daud, Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 1. 
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penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 372 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
15
 
2. Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta 
Benda” dalam karyanya ini menjelaskan tentang berupa perbuatan menguasai 
suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat 
diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki 
atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu 
perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. 
Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai 
kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana 
“pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.16 
3. Muhammad Zeni Nur, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer”, 
dalam skripsinya menjelaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam 
kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan 
yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan 
sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan 
sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan 
hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.17 
                                                     
15
Lamintang dan Djisman, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak 
Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, (Bandung: Tarsito, 1979), h. 177. 
16
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu  Media, 2006), h. 72. 
17
Muhammad Zein Nur, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh 
Tenaga Kerja Honorer Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h. 27-28. 
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4. R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, 
yang dalam bukunya menjelaskan bahwa, Penggelapan adalah kejahatan yang 
hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada 
pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan 
masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan itu sendiri waktu 
dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tetapi tidak dengan jalan 
kejahatan. Maka dapat di simpulkan, penggelapan dapat terjadi apabila ada 
maksud ingin memiliki barang/uang yang bukan haknya.
18
 
5. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, dalam bukunya yang berjudul “Cepat dan 
Mudah Memahami Hukum Pidana”, yang dalam bukunya menjelaskan bahwa 
penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP. 
Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”, dimana barang yng diambil 
untuk dimiliki itu sudah berada di tangan si pelaku tindak pidana penggelapan, 
tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Maksud 
memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak 
untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan 
tindakan sebagai pemilik barang.
19
 
6. A. Hamzah, dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Hukum Pidana 
Beberapa Negara”, yang menjelaskan di Republik Korea Bab 40 mengatur 
tentang delik penggelapan dan pelanggaran kepercayaan. Kepercayaan di sini 
                                                     
18
R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), h. 258. 
19
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,  (Cet.I; 
Jakarta: Kencana , 2014), h. 139-140. 
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maksudnya ialah perbuatan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 
oleh seseorang berhubungan dengan harta benda. Ini sejajar dengan delik 
penggelapan dalam Bab XXIV KUHP (lama) Indonesia, namun KUHP Korea 
ini lebih luas, karena termasuk penyalahgunaan kepercayaan orang lain, yaitu 
orang yang mengurus bisnis orang lain yang mengambil keuntungan dan 
merugikan orang lain tersebut, juga orang yang melanggar kewajiban 
pekerjaannya berhubungna dengan pengurusan bisnis orang lain.
20
 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis dan Lokasi Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Selain 
itu juga menggunakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 
sistematis, factual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.
21
 
b.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto. Khususnya pada wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dengan masalah penggelapan uang. 
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2. Pendekatan Penelitian 
a. Pendekatan yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu pendekatan 
dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
putusan-putusan pengadilan serta norma-norma Hukum yang ada dalam 
masyarakat.
22
 
b. Teologi Normatif (syar’i) adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan 
mempelajari dan menelaah Ayat Al-Qur‟an dan hadis Nabi saw. yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
yaitu di Pengadilan Negeri Jeneponto. Sumber data primer ini adalah 
hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau 
menguasai permasalahan. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan Perundang-
undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan 
masalah yang dibahas. Metode ini menggunakan dua kutipan yaitu 
sebagai berikut: 
1) Kutipan langsung 
Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa 
mengalami perubahan sedikitpun. 
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H.Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 105. 
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2) Kutipan tidak langsung 
Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan 
kalimat peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.
23
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Teknik Penelitian Lapangan 
1) Observasi  
Yaitu melakukan pencatatan data-data tentang tindak pidana 
penggelapan uang dan upaya penanganan yang dilakukan di 
Pengadilan Negeri Jeneponto.. 
2) Wawancara 
Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten 
memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya 
dalam kasus tindak pidana penggelapan uang.. 
3) Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, 
catatan harian, dan laporan.
24
 
4) Studi Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara 
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-
keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal 
                                                     
23
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003), h. 188. 
24
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian  (Skripsi, Tesis, Disertai, & Karya Ilmiah), h. 141. 
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ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan 
diperoleh dari liberatur-liberatur mengenai hukum, Undang-Undang, 
internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang 
akan dibahas nantinya. 
5. Instrumen Penelitian 
Istrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan yang disesuaikan dengan jenis 
penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.
25
Adapun 
instrumen atau alat penelitian yang digunakan adalah adanya peneliti sendiri, 
pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar 
untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan,, kamera 
atau handphone untuk merekam, pulpen dan kertas (alat tulis). Instrument penelitian 
inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis 
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau 
gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, 
potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat 
dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. 
 Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertai, dan Lapangan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17. 
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F. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui aturan hukum dan perundang-undangan tentang 
penggelapan. 
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum tentang penggelapan uang 
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jeneponto). 
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana 
penggelapan uang. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoretis 
Penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam 
menyelesaikan tugasnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang peranan 
Pengadilan Negeri Jeneponto dalam mengungkap dan menjatuhkan 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang. 
b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait 
dalam menangani kasus pelaku penggelapan uang. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Sanksi 
1. Pengertian Sanksi 
 Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 
tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau 
menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya, 
tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara Hukum : 
a. Imbalan negative, berupa pembebanan atau penderitaan yang 
ditentukan dalam hukum; 
b. Imbalan positif, yang merupakan hadiah atau anugerah yang 
ditentukan dalam hukum.
1
 
Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty or 
coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a 
sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang 
dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang.
2
 
Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi 
hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap 
peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai 
konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi 
– janji-janji atau ancaman. Kebanyakan dari energi sosial hukum dan kebanyakan 
                                                     
1
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1995), h. 1265. 
2
Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, (Jakarta: 
Visimedia Pustaka), h. 191. 
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dari investasi masyarakat dalam hukum mengacu pada dukungan kepada sistem 
sanksi  yang menekan atau mangancam; para detektif, polisi, juru sita, penuntut, dan 
penjara (sisi criminal); pengadilan hukum dan aparat pemerintah yang banyak (pada 
sisi sipil). Tetapi studi mengenai sanksi-sanksi hukum dan efeknya pada perilaku baru 
saja berkembang. Hanya dalam tahun-tahun belakangan ini mulai tumbuh banyak 
riset. Kebanyakan dari riset itu berfokus pada titik tertentu, mengenai persoalan 
apakah hukum bisa berlaku sebagai pencegah. 
Hampir semua studi itu membahas tentang pencegahan kejahatan atau 
tindakan-tindakan tercela lainnya, seperti menyontek ketika ujian. Salah satu sub-
persoalan yang banyak dibahas adalah tentang apakah hukuman mati banyak artinya 
sebagai sarana pencegahan. Orana-orang amat memperhatikan persoalan hukuman 
mati. Mereka ingin membuktikan bahwa hal hukuman mati tidak berfungsi. Sebagian 
bahkan meraguhkan bila hukuman bisa sama sekali mencegah tindak kejahatan. 
Betapa pun juga, teori apa pun mengenai sanksi harus bertolak dari 
penerimaan terhadap fakta bahwa ancaman hukuman cenderung untuk mencegah, 
persis seperti halnya imbalan cenderung untuk mendorong perilaku yang diimbali. 
Sebagai satu patokan umum, orang-orang selalu menginginkan hal yang 
menyenangkan dan memuaskan dan mereka menghindari apa yang merugikan, 
hukuman, dan sakit. Proposisi ini merupakan hal pokok bagi teori pembelajaran dan 
bagi studi mengenai perilaku manusia. Skeptisisme mengenai hukum legal muncul 
dari fakta bahwa dalam keadaan tertentu, jenis sanksi tertentu nampaknya tidak 
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menghasilkan banyak efek, namun demikian proposisi dasarnya tetap tidak 
terbantahkan.
3
 
2. Macam-Macam Sanksi 
Terdapat dua tindak pidana yang mempunyai perbedaan, perbedaan pidana 
pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut : 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali 
dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang 
diserahkan kapada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan 
kepada pidana pokok melainkan tindakan). 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana 
pokok,  sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa 
dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagai 
mana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP 
menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan 
eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijadikan. 
Berikut ini penjelasan tentang macam/jenis dari pidana tersebut diatas sebagai 
berikut : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati  
Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : 
“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali 
yang terikat di tiang pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat 
terpidana berdiri”.4 
                                                     
3
Lawrence M. Friendman, Sistem Hukum Perspektif  Ilmu Sosial, (Cet. IV; Bandung: Nusa 
Media, 2011), h. 93-94. 
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Pidana mati juga tercantum dalam pasal 6, 9, 10, 14 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 
pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, 
sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia 
terhadap delik tersebut dimuka (Pasal 6, 9, 10, dan 14). 
Apabila terpidana dijatuhui hukuman mati, maka eksekusi putusan akan 
dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) 
berupa penolakan grasi walaupun seandainnya terpidana tidak mengajukan 
permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus 
juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 
Undang-undang No.3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dinyatakan : 
1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksaan dari pidana mati  
tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari 
berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan 
pemengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang 
dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung 
mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada 
terpidana. 
2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diatas tidak mengajukan 
permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni 
Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat 
pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua 
                                                                                                                                                       
4
Burgerlijk Wetbook, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan 
KUHAP, h. 436 
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Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), 
(3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada 
pengadilan yang memutuskan pada tingakat pertama serta jaksa yang 
melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa 
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini. 
3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu 
samapai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau 
pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim. 
Dengan demikian pelaksaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden 
sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. 
b. Pidana Penjara 
Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, menegaskan bahwa: “Pidana 
penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana 
penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana 
penjara tetapi juga berupa pengasingan.
5
 Dengan adanya pembatasan ruang gerak 
tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih ( dalam kaitannya dengan pemilihan 
umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. Masih banyak hak-hak 
kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu : 
1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Di Negara 
liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan 
terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak 
jujur. 
                                                     
5
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pratnya Paramita, 
1993), h. 37. 
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2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari 
perlakuan manusia yang tidak baik. 
3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah 
diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 
4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, 
izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain). 
5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu 
alasan untuk minta penceraian meurut hukum perdat. 
7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara 
menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya 
bersifat formalitas belaka. 
8) Beberapa hak sipil lain.6 
c. Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnyasama dengan pidana penjara, keduanya 
merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi 
kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di 
dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana 
penjara, ini ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana 
ditentukan oleh urutan-urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana 
kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah 
sukurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah 
dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP , bahwa :  
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahunan, dan jika ada pemberatan 
karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat 
ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak 
boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.7 
                                                     
6
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, h. 38. 
7
Burgerlijk Wetbook, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan 
KUHAP, h. 440-441. 
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d. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana 
penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban 
seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk 
membayar sebagian uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan 
yang dapat dipidana. 
Menurut P.A.F Lamintang bahwa: 
“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah 
diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-
pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satuya pidana pokok 
maupun secara alternative dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan 
kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.8 
 Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipukul oleh orang lain selama 
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan 
jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang 
dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam 
perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya 
dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. 
Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda 
dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah: 
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, artinya 
pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya. 
2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu 
perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa 
pidana tambahan tidak diancamkan. 
                                                     
8
P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, h. 69. 
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3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada 
beberapa perbuatan pidana tertentu. 
4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan 
pidana tertentu namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, 
diserahkan kepada Hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.
9
 
 Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus 
sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. 
Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi. 
a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh 
hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-
aturan umum; 
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi 
wali, wali pengawas, penagmpu atau pengampu pengawas atas orang yang 
bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan 
atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata percaharian tertentu;10 
Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur 
bahwa Hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut: 
1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya 
pencabutan seumur hidup. 
2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, 
lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun 
lebih lama dari pidana pokoknya. 
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun. 
                                                     
9
Hermien Hardiati, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya, 
(Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1980), h. 56. 
10
Burgerlijk Wetbook, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan 
KUHAP, h. 443. 
23 
 
 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. 
Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika 
dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.
11
 
b. Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta 
kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan 
barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang 
sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja 
atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan 
berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan 
kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disitu. 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi 
pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut 
taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit 
satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika 
barang-barang yang dirampas diserahkan. 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur 
bahwa: 
“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab 
Undang-Umdang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula 
bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana”.12  
                                                     
11
Burgerlijk Wetbook, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan 
KUHAP, h. 444. 
12
Burgerlijk Wetbook, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan 
KUHAP, h. 445. 
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Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam 
hal-hal yang ditentukan Undang-Undang. Pidana tambahan pengumuman putusan 
hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari 
kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat 
dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana 
tertentu. 
 Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam 
dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan: 
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan 
Angkatan Perang dalam waktu perang. 
2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang 
membahayakan jika atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa. 
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau 
mati. 
4) Penggelapan. 
5) Penipuan. 
6) Tindakan merugikan piutang. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, 
dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli 
hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini 
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belum ada keseragaman pendapat. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam 
perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai liberatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut : 
a) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan 
menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 
11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti 
dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. 
b) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. 
Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Pembentuk UU juga 
pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang 
Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1). 
c) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. 
Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai liberatur, misalnya Prof. 
Moeljatno pernah juga menggunakan istilah lain, seperti pada judul buku 
beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut 
beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 
d) Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum 
Pidana yang di tulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja. 
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e) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam 
buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk 
dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia. 
f) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-
Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan 
Bahan Peledak (baca Pasal 3). 
g) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 
Nyatalah kini setidak-tidaknya ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda). Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, 
yakni straf, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari 
strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan 
baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk, 
kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah 
perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf 
diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah 
terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang sebenarnya 
tidak demikian halnya . 
Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. 
Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata feit  digunkan empat istilah, 
yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, feit memang 
lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim 
digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah 
27 
 
 
overtrading sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok 
tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, 
untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan 
perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan 
mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan 
manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar 
petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam pidana. Baru menjadi 
penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan 
manusia (pasif maupun aktif). 
Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. 
Tindak merujuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (handelen) semarta, dan 
tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (nalaten). Padahal 
pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif 
maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk 
mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan 
dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) 
atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk 
tindak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya 
seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan 
tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). 
Sementara itu, istilah delik secara literlijk sebetulnya tidak ada kaitannya 
dengan istilah strafbaar feit karena istilah ini berasal dari kata delictum (latin), yag 
juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda: delict, namun isi 
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pengertiannya tidak ada perbedaan prisip dengan istilah strafbaar feit. Secara literlijk, 
istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan feit, seperti yang telah lama 
kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah materieele feit 
atau formeele feit (feiten een formeele omschrijving, untuk rumusan perbuatan dalam 
tindak pidana formil). Misalnya Pasal 1, 44, 48, 63, 64 KUHP, selalu diterjemahkan 
oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan, dan tidak dengan tindak atau peristiwa 
maupun pelanggaran. 
Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau 
sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian strafbaar feit 
(baca teks pidato beliau pada saat Upacara Dies Natalis VI, 1955 Universitas Gajah 
Mada yang berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana dalam 
Hukum Pidana), walaupun istilah detik pernah juga digunakan oleh beliau. 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau 
sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut.”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut : 
a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu 
suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
artinya larangan itu ditujukan pada perbuatanya. Sementara itu, ancaman 
pidananya itu ditujukan pada orangnya. 
b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatanya) dengan ancaman 
pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh 
karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 
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orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan 
perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 
c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat 
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrakyang 
menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian 
tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang 
menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983:54). 
Di samping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, 
Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana 
merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut; 
a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang 
konkret (padahal strafbaar feit setidaknya abstrak) yang menunjuk pada 
kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum 
pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan 
dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain. 
b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak menunjuk 
pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang 
juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap 
jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak 
(Moeljatno, 1983:55). 
Pandangan Moeljatno terhadap pidana, seperti tercermin dalam istilah yang 
beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara 
perbuatan dengan orang yang melakukan. R.Tresna menyatakan walaupun sangat 
sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, 
namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa 
pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, 
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. 
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Dapat dilihat bahwa rumusan masalah itu tidak memasukkan unsur/anasir 
yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam 
peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu: 
a. harus ada suatu perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam ketentuan 
hukum; 
c. harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya 
harus dapat dipertanggungjawabkan; 
d. perbuatan itu harus berlawan dengan hukum; 
e. terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam 
Undang-Undang (1959:27). 
Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, 
ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3. 
Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang 
berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa 
syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat 
peristiwa pidana. 
Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada 
perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya 
memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan (adanya) 
pembuatnya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, 
kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana. Kemampuan 
bertanggung jawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, 
yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah 
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melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan 
sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana 
diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat 
(tindak pidana) tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana. 
Hal ini tampak secara jelas dengan dirumuskannya dua alasan tentang 
ketidakmampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 KUHP yang tidak boleh dijatuhi 
pidana. Dengan berfikir sebaliknya, berarti untuk memidana seseorang, pelaku tindak 
pidana di syaratkan bahwa orang itu harus mempunyai kemampuan 
pertanggungjawaban pidana. Bukan itu saja, bisa juga terjadi tidak dipidannya pelaku 
tindak pidana (disebut petindak) karena alasan karena perbuatannya itu kehilangan 
sifat melawan hukum perbuatannya, seperti petinju yang memukul lawannya hingga 
luka-luka, bahkan bisa sampai mati. Demikian juga halnya pada syarat kedua, yakni 
bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 
hukum. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah rumusan tindak pidana tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan.
13
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-
unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu 
tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan 
yang terlarang oleh Undang-Undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, 
sesuatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau “een niet doen” atau dapat 
merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang 
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Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67-74. 
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terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “een nalaten” yang juga 
berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang)”. Akan 
tetapi “strafbaar feit” itu oleh HOGE RAAD juga pernah diartikan bukan sebagai 
“suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, yaitu 
seperti yang dapat kita baca dari arrestnya tanggal 29 November 1928. N.J. 1928 
halaman 1671, W. 11915, dimana HOGE RAAD telah menjumpai sejumlah tindak 
pidana dibidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-
keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya 
peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan suatu 
kealpaan, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.  
Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam 
unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni 
unsur-unsur subjektif dan unsur –unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur 
subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 
yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur 
objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 
di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau cupla); 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 
lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu harus dianggap sebagai 
disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk 
Undang-Undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari 
delik yang bersangkutan. 
Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan itu telah memenuhi 
semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur wederrechtelijk itu telah tidak 
dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat 
hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat wederrechtelijk, bilamana Hakim 
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dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang wederrechtelijk dan 
tindakan tersebut, dari berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang 
tidak tertulis.
14
 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut 
pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut Undang-Undang. Teoretis 
artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 
rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi 
Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh 
para ahli hukum, baik penganut aham dualisme maupun paham monism. Unsur-unsur 
yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang 
dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi 
yang telah dibicarakan di muka, yakni: R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
a. perbuatan; 
b. yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan 
kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi 
tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana 
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Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Cet. IV; Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2013), h. 192-194. 
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menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar 
dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu 
dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan 
pidana. 
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang 
masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada 
unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusaan, yaitu mengenai tingkah 
laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351(penganiayaan). Unsur 
kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga 
tidak  dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan 
bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik 
sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan 
tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana; 
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i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan 
hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. 
Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya 
perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di 
luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau Pasal 251 
pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat 
“menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum 
objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum 
dalam penipuan (oblichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman 
(afdreiging, 369) dimana disebutkan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum. Begityu juga unsur melwan hukum pada perbuatan 
memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran 
bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan 
celaan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan 
hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana 
yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada 
diluar keadaan batin manusia/sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, 
akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan 
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objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur 
mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.
15
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten); 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose 
delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana 
omisi (delicta omissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;  
f. Berdasakan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus; 
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Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, h. 79-83. 
38 
 
 
g. Dilihat  dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan 
tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas 
pribadi tertentu); 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana 
aduan (klacht delicten); 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidan yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), 
tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana 
diperingan (gepriviligieerde delicten); 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta 
benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, 
terhadap kesusilaan dan lain sebagainya; 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 
antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 
berangkai (samengestelde delicten).
16
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Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, h. 121-122. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan Uang 
1. Faktor-Faktor Penyebab Penggelapan Uang 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana berdasarkan 
data yang diperoleh secara umum adalah: 
a. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan 
terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya 
maka akan mudah terpengaruhi untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai 
dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai 
yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau 
peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada 
pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan 
melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan. 
b. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dank arena pengaruh gaya hidup yang komsumtif 
bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yan 
melebihi batas kemampuannya. 
c. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor 
pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh 
sebahagian dari informan objek penelitian. Betapa pun besarnya niat jika tidak 
ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak 
ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada 
kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan. 
d. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak 
pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya 
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tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya 
keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana 
penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.
17
 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan Uang. 
Adapun jenis-jenis penggelapan berdasarkan Pasal 372 sampai dengan Pasal 
377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut: 
1) Penggelapan Biasa 
Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam 
Pasal yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas. 
2) Penggelapan Ringan 
Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana 
yang di gelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250.000,-. 
3) Penggelapan dengan pemberatan 
Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh 
orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau  jabatannya 
atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP). 
4) Penggelapan dalam kalangan keluarga  
Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan 
oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, 
pengurus, atau orang yang menjalankan wasiat, atau pengurus balai derma, tentang 
                                                     
17
www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian2008/b1-kkn.pdf, diakses tanggal 20 
september 2017, pukul 13.24 WITA. 
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suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 
KUHP).
18
 
Analisis : 
Pada tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan uang menurut penulis 
masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik 
dimana seorang yang mempunyai kekuasaan melakukan tindak pidana salah satunya 
tindak pidana penggelapan uang dan yang menjadi salah satu dari penyebabnya yakni 
dengan mentalnya yang tidak kuat sehingga akan lebih mudah terpengaruh untuk 
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat, seorang yang 
mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah menerima 
amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan yang 
ia miliki. 
Menurut penulis suatu kejahatan harus memahami tingkah laku baik dengan 
pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, dalam hal ini tidak lagi 
dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan karena sampai saat ini belum dapat 
ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam 
menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa 
kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
 
                                                     
18
Ray Pratama, Pengertian dan jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan, 
https://plus.google.com/115822570894479987888. (16 September 2017). 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. 
Selain itu juga menggunakan penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang 
menjadi pokok permasalahan.
1
 
2.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto. Khususnya pada wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dengan masalah penggelapan uang. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu pendekatan dengan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan 
pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.
2
 
2. Teologi Normative (syar’i) adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan 
mempelajari dan menelaah Ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW, yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
                                                     
1
Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Kualitatif  Skripsi dan Tesis, (Cet. I; Yogyakarta: Suka 
Media, 2015), h. 15. 
2
H.Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 105. 
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a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu 
di Pengadilan Negeri Jeneponto. Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai 
permasalahan. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan Perundang-
Undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan 
masalah yang dibahas. Metode ini menggunakan dua kutipan yaitu sebagai 
berikut: 
1). Kutipan langsung 
Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa 
mengalami perubahan sedikitpun. 
2). Kutipan tidak langsung 
Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan kalimat 
peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.
3
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Teknik Penelitian Lapangan 
a) Observasi 
Yaitu melakukan pencatatan data-data tentang tindak pidana 
penggelapan uang dan upaya penanganan yang dilakukan di 
Pengadilan Negeri Jeneponto . 
                                                     
3
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003), h. 188. 
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b) Wawancara 
Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang 
berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan 
pengalamannya dalam kasus tindak pidana penggelapan uang.. 
c) Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu 
berbentuk surat, catatan harian, laporan, dokumen yang ada di 
Pengadilan Negeri Jeneponto seperti yang berupa peraturan.
4
 
d) Studi Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara 
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-
keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini 
penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan 
diperoleh dari liberatur-liberatur mengenai hukum, Undang-Undang, 
internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang 
akan dibahas nantinya. 
E. Instrumen Penelitian 
Istrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan yang disesuaikan dengan jenis 
penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.
5
 Adapun alat 
penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara digunakan 
                                                     
4
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian  (Skripsi, Tesis, Disertai, & Karya Ilmiah), h. 141. 
5
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertai, dan Lapangan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17. 
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dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan, kamera atau handphone untuk merekam, 
pulpen dan kertas (alat tulis). Instrument penelitian inilah yang akan menggali data 
dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis 
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, data 
tersebut diperoleh dari hasil wawancara, lalu di klarifikasikan kemudian dijabarkan 
dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik 
a. Letak geografis 
Kabupaten Jeneponto dengan ibukota Bontosunggu sebagai salah satu sentra 
produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar (Ibu 
Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79 Km
2 
atau 74.979 Ha, 
yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan. 
Kabupaten Jeneponto berbataskan dengan: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar. 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. 
Kabupaten Jeneponto dengan letak geografis 5º23‟12” - 5º42‟1,2” Lintang 
Selatan (LS) dan 119º29‟12” - 119º56‟44,9” Bujur Timur (BT) dengan posisi 
strategis dan aksebilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan 
ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang 
mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya. 
Letak Kantor Pengadilan Negeri Jeneponto terletak pada jantung kota yakni di 
Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 
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b. Letak Administratif 
Gambaran administrasi pemerintahan  di Kabupaten Jeneponto disajikan pada 
Tabel 2.1 berikut  ini: 
Tabel 2.1  
 Nama, Luas Wilayah per kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan. 
 
Nama Kecamatan Jumlah 
Desa/Kel. 
Luas Wilayah 
Administrasi 
Luas Wilayah 
Terbangun 
Km2 (%) thd 
total 
Km2 (%) thd 
total 
Kecamatan  
Bangkala 
14 121,82 16,25 1,36 5,08 
Kecamatan  
Bangkala Barat 
8 152,96 20,40 2,44 9,12 
Kecamatan  
Tamalatea 
12 57,58 7,68 1,62 6,05 
Kecamatan  
Bontoramba 
12 88,30 11,78 2,19 8,19 
Kecamatan  Binamu 13 69,49 9,27 3,09 11,56 
Kecamatan  Turatea 11 53,76 7,17 0,76 2,84 
Kecamatan  Batang 6 33,04 4,41 4,29 16,04 
Kecamatan  
Arungkeke 
7 29,91 3,99 2,33 8,71 
Kecamatan  
Tarowang 
8 40,68 5,43 4,18 15,63 
Kecamatan  Kelara 10 43,95 5,86 1,99 7,44 
Kecamatan  Rumbia 12 58,30 7,78 2,49 9,31 
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TOTAL 113 749,79 100 2.674 100,00 
Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2015 
1. Demografi 
Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 sebanyak 348.138 
jiwa yang terdiri dari 169.025 jiwa penduduk laki-laki dan 179.113 jiwa penduduk 
perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bangkala yaitu sebesar 
50.650 jiwa. 
Jumlah penduduk perempuan di semua kecamatan lebih banyak dibanding 
penduduk laki-laki. Hal ini dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) yang lebih kecil 
dari 100. Ratio jenis kelamin di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 sebesar 
94,36%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 penduduk 
laki-laki. 
Kepadatan penduduk per Km
2
 dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran 
penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto pada tahun 
2015 sekitar 464 jiwa/Km
2
. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan 
Binamu yaitu sekitar 766 jiwa/Km
2
. Sedangkan kepadatan terendah berada di 
Kecamatan Bangkala Barat yaitu sekitar 175 Jiwa/Km
2
. 
2. Laju Pertumbuhan Penduduk 
Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan 
jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun 
sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh 
faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi 
adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya 
tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan 
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prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. 
Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan 
pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 3 tahun 
terakhir. 
Data jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 3 tahun terakhir menunjukkan 
jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 342.700 jiwa, sedangkan pada tahun 
2015 mencapai 346.149 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan 
jumlah penduduk yang tidak menentu. Dimana pada tahun 2015 terjadi peningkatan 
jumlah penduduk sebanyak 3.449 jiwa, sedangkan pertambahan jumlah penduduk 
dari tahun 2015 ke tahun 2016 sekitar 2009 jiwa.  
3. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk 
Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Jeneponto digunakan laju 
pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,79% seperti yang dilangsir oleh 
Bappeda 2016. Dengan menggunakan persentase laju pertumbuhan tersebut maka 
untuk menghitung proyeksi pertumbuhan penduduk 5 (lima) tahun kedepan dipakai 
rumus pertumbuhan Linier sebagai berikut: 
Rumus proyeksi jumlah Penduduk;  
 Pn = P0 . (1 + r)
n
 
Pn      = Proyeksi Jumlah Penduduk tahun  berikutnya 
po = Jumlah penduduk Sekarang 
r = Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk  
n        = Jumlah Tahun Proyeksi 
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c. Kondisi Fisik 
1. Kondisi Topografi dan Kelerengan 
Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Jeneponto terbagi dalam 5 (Lima) 
kategori yaitu : 
 Kemiringan lereng 0 – 2 %, yang tersebar di kecamatan Arungkeke, 
Bangkala dan Bangkala Barat; 
 Kemiringan lereng 2 – 8 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali 
Kecamatan Rumbia; 
 Kemiringan lereng 9 – 15 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali 
Kecamatan Bangkala dan Rumbia; 
 Kemiringan lereng 16 - 25%, yang tersebar diseluruh Kecamatan; 
 Kemiringan lereng 41 – 60%, yang tersebar diseluruh Kecamatan. 
Kelerengan sangat terkait dengan kondisi drainase, yaitu keadaan 
tergenangnya bagian permukaan tanah oleh air pada saat tertentu, yang tidak 
ditujukan khusus seperti kolam dan lainnya. Keadaan drainase disuatu tempat 
ditentukan oleh kemiringan tanahnya, semakin tinggi dan semakin bervariasi 
kemiringan maka cenderung drainasenya makin baik. Keadaan tofografi di 
Kabupaten Jeneponto yang bervariasi mulai dari datar sampai curam agak 
menguntungkan dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang semakin baik dan 
berfungsinya saluran pengairan menyebabkan daerah tidak tergenang kecuali jika 
terjadi banjir dan bencana alam lainnya. Daerah yang kadang tergenang terdapat di 
Kecamatan Binamu, dan Arungkeke dengan luasan yang sempit.  
Selanjutnya adalah masalah erosi yang terjadinya dipengaruhi oleh 
kemiringan tanah, ketinggian tempat, tekstur, jenis tanah, curah hujan dan tumbuhan 
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penutup tanah (vegetasi). Oleh karena itu keadaan erosi disuatu tempat akan 
bervariasi tergantung dari banyaknya faktor pendukung terjadinya erosi yang ada 
ditempat itu. Berdasarkan terkikisnya tanah permukaan, maka tanah di Kabupaten 
Jeneponto dibedakan atas daerah yang ada erosi dan tidak erosi. 
2. Iklim dan Curah Hujan 
Keadaan  iklim  Kabupaten Jeneponto  adalah  identik  dengan keadaan iklim 
wilayah lain yang ada di Pulau Sulawesi secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat  
pada  temperatur  udara  maksimum 35 
o
C dan suhu udara minimum 26 
o
C dengan 
jumlah curah hujan terendah 1.049 mm/tahun dan tertinggi 3.973 mm/tahun.  
3. Hidrologi 
Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Jeneponto sangat berkaitan 
dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan 
ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh 
karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan air (cathmen area) 
dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan banyaknya aliran sungai 
yang terbentuk. 
Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan aluvial dan 
endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada keadaan 
dan jenis lapisan batuan.  
Pada wilayah Kabupaten Jeneponto, system jaringan sumber daya air meliputi 
DAS Binanga Cikoang (2.085 Ha), DAS Binanga Lumbua (13.058 Ha), DAS 
Binanga Pangkajene (17.012 Ha), DAS Binanga Topa (5.130 Ha), DAS Binanga 
Papa (7.087 Ha), DAS Jeneponto (12.259 Ha), serta DAS Tarowang (18.349 Ha). 
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B. Aturan Hukum dan PerUndang-Undangan Tentang Penggelapan 
Sebelum penulis membahas dan menguraikan lebih jauh mengenai aturan 
hukum dan perundang-undangan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data 
mengenai kejahatan tindak pidana penggelapan yang di peroleh dari Pengadilan 
Negeri Jeneponto yang telah di akumulasikan dalam sebuah tabel sebagai berikut: 
Tabel 1 
Jumlah Tindak Pidana Penggelapan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 
sampai 2017 
 
No Tahun Pengadilan 
1 2013 2 
2 2014 3 
3 2015 3 
4 2016 4 
5 2017 0 
Jumlah 12 
  Sumber : Pengadilan Negeri Jeneponto 
 Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa selama kurun waktu antar tahun 
2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat 12 kasus tindak pidana penggelapan di 
kabupaten Jeneponto terjadi peningkatan yang signifikan, yakni pada tahun 2013, 
2014, dan 2015 masing-masing terdapat dua dan tiga kasus namun pada tahun 2016 
terjadi peningkatan yaitu terdapat 4 kasus tetapi pada tahun 2017 ini tidak terjadi 
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kasus tindak pidana penggelapan. Dari kasus tersebut di selesaikan di tingkat 
Pengadilan. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Putu Bisma Wijaya 
selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto, beliau mengemukakan bahwa ada 
beberapa aturan hukum dan perundang-undangan tentang penggelapan uang di 
Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: 
Tindak pidana penggelapan tersebut merupakan tindak ‟penyalahgunaan 
kepercayaan. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut 
adalah „‟penyalahgunaan hak‟‟. Atau „‟penyalahgunaan kepercayaan‟‟. Tindak pidana 
penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga 
kalangan tinggi yang biasanya berpendidikan dan mengerti hukum atas tindakan 
tersebut, namun kejahatan ini tetap saja terjadi bahkan bukan saja oleh masyarakat 
kecil bahkan seorang yang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan pun 
ikut terjerumus dalam kasus ini. Surat dakwaan atas nama DM. ISKANDAR, S.Pd 
BIN IDRUS dengan Nomor : 17/Pid.B/2013/PN.JO disusun secara dakwaan 
alternatif. Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 
KUHP, atau dakwaan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP. 
Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan 
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam 
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Putusan hakim yang menjatuhkan 
putusan pidana penjara pada kasus penggelapan adalah pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun. Hasil putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut di bawah 
hukuman maksimal dalam Pasal 372 KUHP, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim 
bahwa Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya 
persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya.
1
 
Hal ini menurut peneliti bahwa hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan 
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bentuk surat dakwaan alternatif adalah 
antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau one that 
subtitutes for another. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang 
                                                     
1
Putu Bisma Wijaya (39 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, Wawancara, 
Jeneponto, 18 Agustus 2017. 
54 
 
 
bersifat alternatif. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan 
“atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara 
dakwaan yang diajukan bersifat dan berbentuk alternative accusation atau alternative 
tenlastelegging dengan cara pemeriksaan: Memeriksa dahulu dakwaan secara 
keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim me-
milih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan 
kepada terdakwa. 
Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif adalah untuk 
menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana 
(crime liability) dan memberikan pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang 
lebih tepat. Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP itu pada dasarnya mirip khususnya 
tentang delik-delik kekayaan (vermogenst delicten). Ada juga yang menyebutnya 
sebagai delik yang berkaitan dengan harta benda, tetapi dalam Pasal 372 KUHP itu 
delik penggelapan sedangkan Pasal 378 KUHP itu delik kecurangan. Pasal 372 
KUHP itu berada pada sub rumpun atau sub-kamar “penggelapan”, sedangkan Pasal 
378 KUHP itu berada pada rumpun atau kamar “kecurangan”. Oleh karena itu, 
perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 372 KUHP dengan Pasal 378 KUHP itu 
berbeda. Maka dakwaan yang tepat digunakan adalah jenis atau bentuk dakwaan 
alternatif. Dalam hal kesamaan uraian perbuatan antara dakwaan kesatu Pasal 378 
KUHP dengan uraian perbuatan dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP harus 
dihindari. Karena Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah 2 (dua) hal pasal 
yang berbeda unsur-unsurnya. Oleh karena itu, uraian perbuatannya juga pasti 
berbeda. 
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Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam 
Pasal 362 KUHP. Hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk 
dimiliki itu belum berada dalam tangan pelaku, sedangkan dalam kejahatan 
penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah berada dalam tangan si pelaku bukan 
karena kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Sedangkan dalam Pasal 378 
KUHP tentang Penipuan hal yang menjadi khusus atau membedakan dengan pasal 
yang lain dalam KUHP adalah unsur “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” dan 
unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”. 
Berdasarkan hal tersebut maka Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan dengan 
berdasarkan tindak pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP, dimana dalam penggelapan, 
dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara perbuatan yang sah 
(bukan karena kejahatan). 
Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si 
pemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada 
akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai 
perbuatan yang tidak dikehendaki (melawan hukum), sehingga secara yuridis 
penerapan dakwaan dari penuntut umum pada Pasal 372 KUHP sudah tepat.  
C. Penerapan Sanksi Hukum Tentang Penggelapan Uang 
Pengadilan Negeri Jeneponto merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang 
untuk memutus perkara tindak pidana penggelapan uang terhadap terdakwa DM. 
ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Jeneponto. Dalam kasus ini akan dianalisis tentang dasar penerapan sanksi hukum 
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang. 
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a. Dakwaan Penuntut Umum 
KESATU: 
Bahwa terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS, pada hari rabu tanggal 
04 Maret 2009 sekitar jam 11.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak tidaknya 
pada waktu-waktu lain masih di bulan Maret dalam tahun 2009, bertempat di Kantor 
Bendahara Yapti (Yayasan Pendidikan Turatea Indonesia) Kabupaten Jeneponto atas 
setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan 
oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu 
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa sejak Bulan Nopember tahun 2008 terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd 
BIN IDRUS diangkat oleh Ketua Yayasan YAPTI Jeneponto Drs. ANWAR RIVAL, 
SE sebagai bendahara Yayasan Pendidikan Turatea Indonesia (YAPTI) Jeneponto, 
dan berhenti pada Bulan Nopember 2010. Selaku Bendahara YAPTI jeneponto, 
terdakwa mempunyai tugas pembayaran SPP-SKS-KKLP Mahasiswi, menerima 
pembayaran uang meja dan pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan 
perkuliahan. 
 Sekitar Bulan Maret 2009, saat saksi FATMAWATI, A.Ma BINTI PATTIRO 
Mahasiswi Jurusan Bahasa Indonesia YAPTI Jeneponto hendak mengikuti ujian 
meja, kemudian mendatangi terdakwa di Kampus YAPTI Jeneponto dan 
melakukan pembayaran ujian meja sebesar Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua 
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ratus empat ribu rupiah) namun saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO tidak 
dapat mengikuti ujian meja dikarenakan mengalami sakit tipus dan dirawat 
dirumahnya sekitar 3 (tiga) bulan karena menderita sakit, dan tidak sempat 
mengikuti ujian meja, lalu saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO menghubungi 
terdakwa dan menurut terdakwa, tanpa ujian meja pun kalau ada surat keterangan 
dokter dan sekaligus penyerahan skripsi tidak jadi masalah, nanti dibuatkan 
Berita Acara oleh Dosen. 
 Setelah sembuh dari sakitnya, saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO 
berkeinginan untuk mengikuti ujian meja, tetapi terdakwa melarangnya karena 
menurut terdakwa sudah dibuatkan Berita acara dan berjanji akan memberikan 
Ijazah Sarjana S-1 dengan gelar S.Pd (Sarjana Pendidikan) namun setelah lama 
menunggu sampai sekarang Ijazah S-1 tersebut belum diberikan, sedangkan saksi 
FATMAWATI BINTI PATTIRO sudah melakukan pembayaran ujian meja 
sebesar Rp.4.204.000.00,- (empat juta dua ratus empat ribu rupiah) berdasarkan 
kwitansi pembayaran tertanggal 04 Maret 2009. Pembayaran uang meja tersebut, 
ternyata tidak pernah disetorkan ke Rekening Yayasan YAPTI Jeneponto 
ataupun ke Rekening Drs. ANWAR RIVAL, SE. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO 
mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua ratus 
empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. 
Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 
374 KUHP. 
SUBSIDIAIR : 
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 Bahwa terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS, pada waktu dan 
tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 Bahwa sejak Bulan Nopember tahun 2008 terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd 
BIN IDRUS diangkat oleh Ketua Yayasan YAPTI Jeneponto Drs. ANWAR 
RIVAL, SE sebagai bendahara Yayasan pendidikan Turatea Injdonesia (YAPTI) 
Jeneponto, dan berhenti pada Bulan Nopember 2010. Selaku bendahara YAPTI 
Jeneponto, terdakwa mempunyai tugas pembayaran SPP-SKS-KKLP Mahasiswi, 
menerima Pembayaran Uang Meja dan Pembayaran lain yang berhubungan 
dengan kegiatan perkuliahan; 
 Sekitar Bulan Maret 2009, saat saksi FATMAWATI, A.Ma BINTI PATTIRO 
Mahasiswi Jurusan Bahasa Indonesia YAPTI Jeeneponto hendak mengikuti ujian 
meja, kemudian mendatangi terdakwa di Kampus YAPTI Jeneponto dan 
melakukan pembayaran uang meja sebesar Rp. 4,204.000.00,- (empat juta dua 
ratus empat ribu rupiah) namun saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO tidak 
dapat mengikuti ujian meja dikarenakan mengalami sakit tipus dan dirawat 
dirumahnya sekitar 3 (tiga) Bulan karena menderita sakit, dan tidak sempat 
mengikuti ujian meja, lalu saksi FATMAWATI BIN PATTIRO  menghubungi 
terdakwa dan menurut terdakwa, tanpa ujian meja pun kalau ada surat keterangan 
Dokter dan sekaligus penyerahan skripsi tidak jadi masalah, nanti dibuatkan 
Berita Acara oleh Dosen. 
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 Setelah sembuh dari sakitnya, saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO 
berkeinginan untuk mengikuti ujian meja, tetapi terdakwa melarangnya karena 
menurut terdakwa sudah dibuatkan Berita Acara dan berjanji akan memberikan 
Ijazah Sarjan S-1 dengan gelar S.Pd (Sarjana Pendidikan), namun setelah lama 
menunggu sampai sekarang Ijazah S-1 tersebut belum diberikan, sedangkan saksi 
FATMAWATI BINTI PATTIRO sudah melakukan pembayaran uang meja 
sebesar Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua ratus empat ribu rupiah) berdasarkan 
kwitansi pembayaran tertanggal 04 Maret 2009. Pembayaran uang meja tersebut 
ternyata tidak pernah disetorkan ke Rekening Yayasan YAPTI Jeneponto 
ataupun ke Rekening Drs. ANWAR RIVAL, SE. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO 
mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua ratus 
empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. 
Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
372 KUHP. 
ATAU 
KEDUA : 
 Bahwa terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS, pada waktu dan 
tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
suatu kepadanya atau supaya memberi hutanng maupun menghapuskan 
piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
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 Bahwa sejak Bulan Nopember tahun 2008 terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd 
BIN IDRUS diangkat oleh Ketua Yayasan YAPTI Jeneponto Drs. ANWAR 
RIVAL, SE sebagai bendahara Yayasan pendidikan Turatea Injdonesia (YAPTI) 
Jeneponto, dan berhenti pada Bulan Nopember 2010. Selaku bendahara YAPTI 
Jeneponto, terdakwa mempunyai tugas pembayaran SPP-SKS-KKLP Mahasiswi, 
menerima Pembayaran Uang Meja dan Pembayaran lain yang berhubungan 
dengan kegiatan perkuliahan; 
 Sekitar Bulan Maret 2009, saat saksi FATMAWATI, A.Ma BINTI PATTIRO 
Mahasiswi Jurusan Bahasa Indonesia YAPTI Jeeneponto hendak mengikuti ujian 
meja, kemudian mendatangi terdakwa di Kampus YAPTI Jeneponto dan 
melakukan pembayaran uang meja sebesar Rp. 4,204.000.00,- (empat juta dua 
ratus empat ribu rupiah) namun saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO tidak 
dapat mengikuti ujian meja dikarenakan mengalami sakit tipus dan dirawat 
dirumahnya sekitar 3 (tiga) Bulan karena menderita sakit, dan tidak sempat 
mengikuti ujian meja, lalu saksi FATMAWATI BIN PATTIRO  menghubungi 
terdakwa dan menurut terdakwa, tanpa ujian meja pun kalau ada surat keterangan 
Dokter dan sekaligus penyerahan skripsi tidak jadi masalah, nanti dibuatkan 
Berita Acara oleh Dosen. 
 Setelah sembuh dari sakitnya, saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO 
berkeinginan untuk mengikuti ujian meja, tetapi terdakwa melarangnya karena 
menurut terdakwa sudah dibuatkan Berita Acara dan berjanji akan memberikan 
Ijazah Sarjana S-1 dengan gelar S.Pd (Sarjana Pendidikan), namun setelah lama 
menunggu sampai Ijazah S-1 tersebut belum diberikan, sedangkan saksi 
FATMAWATI BINTI PATTIRO sudah melakukan pembayaran uang meja 
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sebesar Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua ratus empat ribu rupiah) berdasarkan 
kwitansi pembayaran tertanggal 04 Maret 2009. Pembayaran uang meja tersebut 
ternyata tidak pernah disetorkan ke Rekening Yayasan YAPTI Jeneponto 
ataupun ke Rekening Drs. ANWAR RIVAL, SE. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO 
mengalami kerugian materil sekitar Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua ratus 
empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. 
Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana Pasal 378 KUHP. 
b. Tuntutan Penuntut Umum 
1) Menyatakan terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” 372 KUHAP. 
2) Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 
1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dengan perintah tetap ditahan. 
3) Menyatakan bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah 
diterima dari saksi FATMAWATI BINTI PATTIRO uang sebanyak Rp. 
4.204.000.00,- (empat juta dua ratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran 
SPP,SKS,KKLP ujian meja yang menerima terdakwa DM. ISKANDAR, 
S.Pd, yang ditandatangani di Jeneponto tanggal 04 Maret 2009; dan 1 
(satu) lembar rekening bukti pembayaran Rp. 4.204.000.00,- (empat juta 
dua ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DM. ISKANDAR, 
S.Pd; 
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah). 
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c. Pertimbangan hakim di Pengadilan mengenai hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa. 
Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih 
dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan atas diri terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal 
dengan perbuatan terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban; 
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; 
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan; 
- Perbuatan terdakwa tidak dimanfaatkan oleh saksi korban; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya; 
- Terdakwa tulang punggung keluarga istri dan anak; 
d. Putusan Hakim 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka 
berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah di tetapkan masa penahanan yang 
telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi 
Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 
193 ayat (2) huruf b KUHAP haruslah ditetapkan terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP jo Pasal 194 (1) 
KUHAP terjhadap barang bukti yang berupa : 
- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah diterima dari saksi FATMAWATI, 
A.Ma Binti PATTIRO uang sebanyak Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua ratus 
empat ribu rupiah ) untuk pembayaran SPP, SKS, KKLP ujian meja yang 
menerima terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd. Yang ditandatangani di Jeneponto 
tanggal 04 Maret 2009; 
- 1 (satu) lembar rekerning bukti pembayaran Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua 
ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DM. ISKANDAR, S.Pd; 
Ditetapkan dikembalikan pada saksi FATMAWATI, A.Ma.Pd; 
 Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka 
berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk 
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 
 Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; 
M  E  N  G  A  D  I  L  I 
- Menyatakan Terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS  telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PENGGELAPAN”; 
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan; 
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; 
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
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- Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah diterima darisaksi FATMAWATI, 
A.Ma.Pd Binti PATTIRO uang sebanyak Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua 
ratus empat ribu rupiah) untuk pembyaran SPP, SKS, KKLP ujian meja yang 
menerima terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd, yang ditandatangani di 
Jeneponto tanggal 04 Maret 2009; 
 1 (satu) lembar rekening bukti pembayaran Rp. 4.204.000.00,- (empat juta 
dua ratus empat ribu rupiah) yang di tandatangani oleh DM. ISKANDAR, 
S.Pd dikembalikan kepada saksi FATMAWATI, A.Ma.Pd; 
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu 
rupiah); 
Analisis : 
Pada perkara tindak pidana penggelapan ini terdakwa dijerat Pasal 372 KUHP 
tentang Penggelapan yang berbunyi bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana penggelapan dapat 
terjadi dengan berbagai modus operandi, biasanya yang siring terjadi adalah awalnya 
meminjam suatu benda yang pada akhirnya benda tersebut dijual atau digadaikan 
kepada orang lain. 
Tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini menurut peneliti tergolong dalam 
tindak pidana kejahatan biasa. Untuk mengatasi atau menanggulangi masalah 
penggelapan uang yaitu dengan tegas memberlakukan hukum positif yang ada. Untuk 
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penegakan hukum positif yang seobyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau 
penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan hakiki. Maraknya kasus 
penggelapan uang dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya ada rasa 
percaya. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab 
meningkatnya tindak pidana penggelapan yang sering terjadi, biaya hidup yang 
semakin mahal dan tingkat pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan 
seorang nekat untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk 
melakukan tindak pidana penggelapan. 
Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan hakim 
adalah sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir keadilan. 
Dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang berwenang 
untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana 
berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam 
memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan di batasi oleh Undang-Undang. 
Di samping itu juga di tuntut oleh perasaan hukumnya yaitu suatu keyakinan pribadi 
diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan. 
Kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan 7 rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang merumuskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya 
pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 
Sebelum putusan dijatuhkan, maka Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan 
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yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan 
pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak 
menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu 
terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa 
lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus tindak pidana 
penggelapan Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah tetap ditahan. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada 
kasus penggelapan ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. 
Putusan yang diambil oleh hakim tersebut masih di bawah hukuman maksimal yang 
ditetapkan dalam Pasal 372 KUHP, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim bahwa 
Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan 
dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya. Hal ini menurut peneliti bahwa hukuman yang diberikan sudah sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun hukuman yang di 
jatuhkan hakim masih di bawah hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 372 
KUHP. 
D. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang 
1. Landasan Hukum Islam. 
 Salah satu tujuan diturunkannya hukum kepada umat manusia adalah untuk 
menjaga dan melindungi hak milik pribadi dan itulah sebabnya mengapa Islam 
mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah, baik dalam bentuk 
korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. 
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Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam masyarakat, 
serta memunculkan tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan masalah 
penggelapan uang yang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, memang hal ini 
tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan salah satu hukum tindak pidana. 
Namun demikian bukan berarti penggelapan uang diperbolehkan dalam syari‟at 
Islam. 
 Dalam penggelapan uang dapat diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan, 
maka hal ini termasuk dalam tindak pidana korupsi. Karena penyelewengan 
kekuasaan dapat mengakibatkan kerugian negara. Dalam al-Qur‟an memang tidak 
dijelaskan secara khusus dan tegas, namun tidak kurang ayat-ayat al-Qur‟an yang 
menjelaskan tentang hal itu, diantaranya dalam surat al-Nisā‟/4:29 : 
                        
                           
      
Terjemahannya : 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.2 
   Ayat di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain dengan 
cara batil kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan kerelaan yang tanpa melanggar 
hukum. Dan dalam al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan 
untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Penggunaan 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, h. 83. 
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kata makan untuk melarang perolehan harta secara bathil, dikarenakan kebutuhan 
pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu 
terlarang memperolehnya dengan bathil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila 
perolehan dengan bathil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.
3
 
sebagaimana dalam surat al-Nisā‟/4:58 :  
                            
                              
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.4 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh semua manusia menunaikan 
amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang 
berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diajarkan 
Allah, amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan 
dikembalikan apabila saatnya atau apabila diminta oleh pemiliknya. 
 Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka penggelapan uang atau korupsi adalah 
pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan 
yang diambilnya dan penyalahgunakan wewenang tersebut termasuk dalam khianat.  
  
                                                     
3
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 412. 
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, h. 87. 
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2. Pengertian Ghulūl 
 Jika mengacu pada khazanah hukum Islam agaknya sulit untuk 
mendefinisikan penggelapan uang secara persis sebagaimana dimaksud istilah 
penggelapan uang yang dikenal saat ini. Hal ini disebabkan istilah penggelapan uang 
atau tindak pidana korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai 
pidanannya secara tepat dalam fikih atau hukum Islam. 
 Dalam literatur yang penulis telusuri tidak terdapat istilah khusus tentang 
penggelapan uang sehingga penggelapan uang masuk dalam kategori ghulūl yaitu 
pengkhianatan terhadap harta dan risywah yaitu suatu yang dapat menghantarkan ke 
suatu tujuan dengan segala cara demi tercapainya tujuan.
5
 
 Menurut Ibn Hajar al Asqalany, al- ghulūl berarti al-khiyānah fi al-magnam,  
yaitu khianat dalam harta rampasan. Ibn Qutaibah berpendapat bahwa dinamakan al- 
ghulūl karena orang yang mengambil harta rampasan perang menyembunyikan harta 
tersebut. Menurut Muhammad Syams Al-Haq Adzim, setiap orang berkhianat 
terhadap sesuatu dengan cara diam-diam (sembunyi-sembunyi), maka dia benar-benar  
telah melakukan al- ghulūl.6 
 Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat 
dipahami bahwa al- ghulūl adalah khianat. Maksud khianat di sini adalah mengambil 
sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi. Khianat juga bisa diartikan 
menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Al- ghulūl 
                                                     
5
Abu Abdul Halim, Dampak Suap Dan Bahayanya, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
1996), h. 17. 
6
Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, Fiqih Korupsi; Amanah Vs Kekuasaan, (Mataram: 
Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), h. 284. 
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banyak dipakai dalam pengertian mengambil harta rampasan perang (ganimah) secara 
diam-diam sebelum dibagikan, sebagaimana dalam Al-Qur‟an surah Ali-Imran/3:161: 
                               
             
 
Terjemahnya: 
 
“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. 
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari 
kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-
tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.7 
 
Ayat di atas berbicara tentang khianat, sedang sifat ini merupakan salah satu 
sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah swt. Sebaliknya menjauhi khianat 
merupakan syarat utama bagi kehadiran pertolongan-Nya. Sementara ulama 
menyebutkan bahwa salah satu sebab petaka dalam perang Uhud adalah apa yang 
dinamakan khianat oleh ayat ini.
8
 
Rasulullah (dalam hadis-hadis lain) juga menggunakan al-ghulūl untuk 
tindakan kriminal yang objeknya selain harta rampasan perang. Yang termasuk dalam 
kategori al-ghulūl adalah orang yang mendapat tugas (menduduki jabatan) 
mengambil sesuatu di luar hak (upah, gaji) yang sudah ditentukan dan seseorang yang 
sedang melaksanakan tugas (memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait 
dengan tugasnya (jabatan). 
                                                     
7
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, h. 71. 
8
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h. 264. 
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Ghulūl merupakan perbuatan yang sangat jahat. Perbuatan ini tidak hanya 
merugikan satu atau dua orang, tetapi merugikan seluruh masyarakat dari segala 
aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang seharusnya digunakan 
untuk kepentingan rakyat.
9
 Sedangkan risywah menurut Yusuf al-Qardhawi adalah 
sebagai berikut, suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan 
atau jabatan untuk menyukseskan urusannya.
10
 Dalam hal ini, risywah bersifat 
konkrit yakni seperti berupa uang, nominal atau sejenisnya yang mempunyai nilai 
harga. Sehingga risywah adalah mendapatkan harta dari orang lain dengan cara bathil, 
serta menggapai suatu posisi yang bukan semestinya. Risywah dan Ghulūl dalam 
fiqih Islam hukumnya adalah haram.
11
  
Dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana korupsi merupakan 
penghianatan berat (ghulūl) terhadap amanat rakyat.12 Dan pada penggelapan 
ganimah dengan kulūl dalam arti penyalahgunaan wewenang, keduanya dapat 
bertemu pada poin yang sinergis, yakni: 
a. Kedua bentuk ghulūl ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada 
pekerjaan. 
b. Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu 
orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan 
penggelapan yang bukan haknya.  
                                                     
9
Ervin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, Fiqih Korupsi; Amanah Vs Kekuasaan, h. 54. 
10
Abu Abdul Halim, Dampak Suap Dan Bahayanya, h. 23. 
11
Abu Abdul Halim, Dampak Suap Dan Bahayanya, h. 41. 
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Sahal Mahfudh, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Terjemahan 
Djamaluddin Miri, (Surabaya: Lajuah Ta‟lif  Wan Nasyr (LTN) NU, 2004), h. 690. 
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 Karena hal ini mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka ghulūl 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena :  
a. ghulūl terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.  
b. ghulūl merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara 
karena ghanimah dan penggelapan yang dilakukan oleh para pelakunya 
mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.  
c. ghulūl terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang. 
Ghulūl merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum 
karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.
13
 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Faktor-faktor yang mempengaruhi ghulūl adalah: 
a. Adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan barang ataupun uang.  
b. Adanya keinginan untuk memiliki harta yang lebih dari yang di 
dapatkan.  
c. Adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan untuk meningkatkan 
taraf hidup. 
d. Kurangnya upah yang diterima.
14
 
4. Ketentuan-Ketentuan Pidana dalam Hukum Islam  
Untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sebagai bentuk manifestasi dari proses 
peradilan, maka sudah selayaknya sanksi atau ketentuan pidana tertentu diterapkan 
dengan tegas. Dan tidak ada perbedaan antara satu oknum dengan oknum yang lain, 
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Syamsul Anwar, Fiqih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan 
Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), h. 59. 
14
Syamsul Anwar, Fiqih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan 
Tajdid PP Muhammadiyah, h. 13. 
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serta tidak berpihak pada golongan tertentu yang hanya menguntungkan oknum 
pejabat. Jika demikian, maka hukum harus dikembalikan ke posisi awalnya sebagai 
penjaga masyarakat dari setiap bentuk kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana 
korupsi. 
 Di dalam hukum Islam dikenal tentang hukuman qiṣāṣ, ḥadd, dan ta’zīr. 
Untuk menjatuhkan hukuman tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, 
apakah dia akan di qiṣāṣ, dijatuhi hukuman ḥadd, ataupun ta’zīr. oleh seorang 
hakim.
15
 
 Misalnya pembunuhan, hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan 
pembunuhan adalah qiṣāṣ dengan dibunuh juga, sedangkan mencuri, berzina, 
merampok, menganiaya, meminum khamar adalah dijatuhi hukuman ḥadd, potong 
tangan, rajam dan cambuk, bahkan diasingkan.
16
 
 Hukuman-hukuman dan tindak pidana tersebut telah terdapat di dalam al-
Qur'an secara jelas dan qaṭ’i, namun bagi tindak kejahatan yang tidak dijelaskan 
dalam al-Qur'an, maka ijtihad para ulama atau seorang hakim yang akan 
menentukan.
17
 
 Adapun ketentuan pidana dalam hukum Islam setelah memenuhi syarat atau 
unsur tindak pidana penggelapan jabatan atau tindak pidana korupsi tersebut adalah 
dikenai hukuman ta’zīr. Yang dimaksud dengan ta’zīr adalah sanksi disiplin dengan 
cara penghinaan atau celaan atau pengasingan ataupun teguran.
18
 
                                                     
15
A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 28-29. 
16
A. Djazuli, Fiqh Jinayah, h. 28. 
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Menurut Abdul Qadir Audah, ta’zīr dibagi menjadi dua bentuk yaitu ta’zīr 'ala    
al-ma'aṣi (terhadap perbuatan maksiat) dan ta’zīr 'ala maṣlahah 'āmmah 
(terhadap pelanggaran kepentingan umum).
19
 
 Berkenaan dengan pelaku pidana ta’zīr, terdapat beberapa bentuk hukuman 
sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan pada pelaku pidana 
ta’zīr sesuai kondisi, situasi dan kesalahannya. Dan hukuman tersebut tidak berlaku 
secara baku, sebagaimana dalam perkara ghulūl, yakni :20 
a. Hukuman peringatan, ancaman, dan teguran. 
b. Hukuman pencopotan dari jabatan, apabila seorang pejabat terbukti 
menyelewengkan amanah jabatannya. 
c. Hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) maupun yang 
bersifat tidak terbatas. 
Dalam bahasa Arab istilah hukuman penjara adalah Al-Habsu artinya 
mencegah atau menahan. Di samping itu juga kata Al-Habsu diartikan dengan tempat 
untuk menahan orang. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang dimaksud 
dengan Al-Habsu menurut syara' adalah menahan seseorang dan mebcegahnya agar 
tidak melakukan perbuatan tindak pidana.
21
 
Ulama fikih berbeda pendapat pula dalam memahami hukuman penjara. 
Menurut Mazhab hanafi, hukuman penjara diistilahkan dengan an-Nafyu itu berarti 
memenjarakan pelaku, karena apabila hukuman penjara diartikan secara harfiah, yaitu 
dibuang dari tempat asalnya ke negeri lain, maka dikhawatirkan di tempat 
pembuangan itu ia akan melakukan ghulūl lagi. Ulama Mazab Maliki mengartikan 
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Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’, Al-Jina’I, Al-Islami, Juz II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 
Putra, 2000), h. 150. 
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Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, (Cet: I; Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), h. 23. 
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an-Nafyu itu dengan arti harfiahnya, yaitu membuang pelaku ke negeri lain, tetapi 
di negeri itu dipenjarakan sampai bertaubat.
22
 
 5. Hukuman Mati. 
Menurut para fuqaha, hukuman ini diperbolehkan. Menurut hanafiyah 
diperbolehkan apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Sedangkan 
menurut Malikiyah juga membolehkan hukuman ini diterapkan apabila melakukan 
kerusakan di bumi.
23
 
 Hukuman untuk pidana ta’zīr dilakukan dalam jarimah-jarimah yang sangat 
berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :  
a) Apabila pelaku tidak mampan oleh hukuman-hukuman selain hukuman mati. 
b) Harus di pertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan 
pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.
24
 
6. Hukuman Penyitaan Harta dan Sanksi Berupa Denda Finansial  
 Menurut para ulama membolehkan hukuman ta’zīr yang berupa penyitaan 
atau perampasan harta, bahwa perampasan tersebut bukan berarti mengambil harta 
pelaku untuk kas umum (negara), melainkan untuk ditahan sementara waktu, apabila 
pelaku tidak bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan untuk kepentingan yang 
mengandung mashlahat.
25
 
 Selain penyitaan harta, hukuman ta’zīr yang berupa harta adalah sanksi 
berupa denda. Penjatuhan hukuman denda dalam syari'at Islam tidak ditetapkan batas 
                                                     
22
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2017), 11.20. 
23
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A. Djazuli, Fiqh Jinayah, h. 191. 
25
Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, h. 266. 
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terendah ataupun tertinggi. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan 
mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
26
 
 
 
                                                     
26
Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, h. 267. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian maka dapat di tarik 
kesimpulan: 
1. Berdasarkan Pasal 372 KUHP penerapan sanksi terhadap pelaku penggelapan 
uang atas nama terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd BIN IDRUS oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, menetapkan 
masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan kepadanya, memerintahkan agar terdakwa tetap 
berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera telah diterima darisaksi FATMAWATI, 
A.Ma.Pd Binti PATTIRO uang sebanyak Rp. 4.204.000.00,- (empat juta dua 
ratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran SPP, SKS, KKLP ujian meja 
yang menerima terdakwa DM. ISKANDAR, S.Pd, yang ditandatangani di 
Jeneponto tanggal 04 Maret 2009; 
 1 (satu) lembar rekening bukti pembayaran Rp. 4.204.000.00,- (empat juta 
dua ratus empat ribu rupiah) yang di tandatangani oleh DM. ISKANDAR, 
S.Pd dikembalikan kepada saksi FATMAWATI, A.Ma.Pd; 
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu 
rupiah); 
2. Hasil putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut di bawah 
hukuman maksimal dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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pada tindak pidana penggelapan dalam kasus ini sudah tepat. Putusan hakim 
yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus penggelapan berupa 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun,  walaupun lebih rendah dari tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa 
Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya 
persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya.   
3. Di dalam hukum Islam dikenal tentang hukuman qiṣāṣ, ḥadd, dan ta’zīr. 
Untuk menjatuhkan hukuman tindak kejahatan yang dilakukan oleh 
seseorang, apakah dia akan di qiṣāṣ, dijatuhi hukuman ḥadd, ataupun ta’zīr 
oleh seorang hakim. 
Berkenaan dengan pelaku pidana ta’zīr, terdapat beberapa bentuk hukuman 
sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan pada pelaku 
pidana ta’zīr sesuai kondisi, situasi dan kesalahannya. Dan hukuman tersebut 
tidak berlaku, sebagaimana dalam perkara Ghulūl, yakni : 
a. Hukuman peringatan, ancaman, dan teguran. 
b. Hukuman pencopotan dari jabatan, apabila seorang pejabat terbukti 
menyelewengkan amanah jabatannya. 
c. Hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) maupun yang 
bersifat tidak terbatas. 
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B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan agar penanaman nilai-nilai sosial dan norma-norma dalam 
masyarakat lebih di sosialisasikan sejak dini pada generasi muda sehingga 
pada saat mencapai usia yang dianggap memiliki kecakapan hukum mereka 
tidak terjebak di dalam tingkah laku yang menjerumuskan mereka ke dalam 
tindak pidana/kejahatan karena minimnya didikan kepada generasi muda. 
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutusan perkara harus lebih 
mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur delik, dan 
pertimbangan berat ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan terdakwa 
maupun kerugian korban, sehingga menimbulkan kayakinan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidananya. 
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